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ii 

RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan memiliki 

tugas dalam hal pemberian pelayanan administratif dan teknis, koordinasi pelaksanaan 

tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Terdapat 4 (empat) sasaran 

program yang harus dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan. Keempat sasaran program tersebut mendukung pada sasaran program 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. 

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan berisi tentang pencapaian target dari 4 (empat) sasaran program yang 

terbagi kedalam 8 (delapan) indikator kinerja utama dengan Nilai Capaian Kinerja 

sebesar 109,56. 

Capaian kinerja atas sasaran program Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 adalah: 

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per tahun yaitu 125%; 

2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun yaitu 

125%; 

3. Opini atas Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dari hasil evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)/ 

Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon 

I yaitu Pengendalian Intern Efektif (PIE); 

4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar 89,69; 

5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan sebsesar 90,68; 

6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan atas dukungan manajemen berada pada nilai IKM 3,2 dan masuk dalam 

kategori BAIK; 

7. Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan 

sebesar 94,79; 

8. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa pada tahun 2023 telah menyusun 7 dari 

target 5 regulasi dan kebijakan terkait pembangunan desa dan perdesaan. 

Guna mendukung capaian kinerja tahun 2023, ditetapkan pagu Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebesar Rp 63.436.779.000 

dengan realisasi sebesar Rp 62.779.091.104 (98,96%) dari total pagu anggaran. 
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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Umum 

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tahun 2023 ini merupakan salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban atas capaian 

kinerja selama tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan sebagai salah satu 

wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam mewujudkan good governance, menjadi sarana 

transparansi informasi publik yang akuntabel, serta sekaligus dapat dijadikan bahan acuan 

untuk meningkatkan kualitas kinerja unit organisasi internal, baik secara kualitatif maupun 

kuantitatif. 

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

secara keseluruhan menggambarkan kinerja dan tingkat pencapaian target kinerja 

berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pendayagunaan sumber daya 

yang dimiliki selama tahun 2023. 

Disusunnya Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan Tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja 

seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan di tahun berikutnya. 

B. Uraian Tugas dan Fungsi 

Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 15 Tahun 2020, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

mempunyai tugas untuk melaksanakan pemberian pelayanan administratif dan teknis, 

koordinasi pelaksanaan tugas unit organisasi, serta urusan umum dan kerumahtanggaan di 

lingkungan Direktorat Jenderal. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menjalankan serangkaian fungsi, 

meliputi: 

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Direktorat 

Jenderal; 

2. Koordinasi dan pembinaan pengelolaan keuangan dan barang milik negara di lingkungan 

Direktorat Jenderal; 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 
PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN

1. Tim Kerja Kepegawaian

2. Tim Kerja Pengelola Keuangan dan BMN

3. Tim Kerja Organisasi Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi

4.  Tim Kerja Persuratan

5. Tim Kerja Advokasi Hukum

6. Tim Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Penerapan Peraturan Perundang- Undangan

7. Tim Kerja Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

8. Tim Kerja Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

9. Tim Kerja Pengelolaan Data dan Informasi

10. Tim Kerja Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan

11. Tim Kerja Rumah Tangga dan Umum

Kepala Bagian 
Umum dan 

Rumah Tangga

Kepala Sub Bagian 
Rumah Tangga dan 

Perlengkapan

3. Pembinaan hukum dan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan 

instrumen hukum di lingkungan Direktorat Jenderal; 

4. Pengelolaan urusan kepegawaian Direktorat Jenderal; 

5. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi 

Direktorat Jenderal; dan 

6. Pelaksanaan urusan umum dan kerumahtanggan Direktorat Jenderal. 

 

C. Struktur Organisasi 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan memiliki struktur 

organisasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal PDP 

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

didukung oleh 53 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan rincian sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Jenjang Jabatan 

 

Jenjang Jabatan Jumlah 

Eselon II 1 

Eselon III 1 

Eselon IV 1 

JFT Ahli Madya 2 

JFT Ahli Muda 12 

JFT Ahli Pertama 6 

JF Terampil 2 

Pelaksana 27 

Total 53 

 

Tabel 1.2 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Golongan 

 

Golongan Jumlah 

Pembina Utama (IV/e) 0 

Pembina Utama Madya (IV/d) 0 

Pembina Utama Muda (IV/c) 1 

Pembina Tingkat I (IV/b) 1 

Pembina (IV/a) 2 

Penata Tingkat I (III/d) 15 

Penata (III/c) 2 

Penata Muda Tk.I (III/b) 12 

Penata Muda (III/a) 12 

Pengatur Tk.I (II/d) 2 

Pengatur (II/c) 6 

Total 53 

 

 

Tabel 1.3 Pegawai Setditjen PDP Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Jumlah 

SD 0 

SMP 0 

SMA 4 
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Pendidikan Jumlah 

D3 8 

S1 29 

S2 11 

S3 1 

Total 53 

Berdasarkan data dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan, jumlah ASN Wanita lebih banyak dibanding dengan jumlah ASN Pria. Jumlah 

ASN Wanita sebanyak 28 orang (53%) sedangkan ASN Pria sebanyak 25 orang (47%). 

 

 

Gambar 1.2 Komposisi ASN berdasarkan Jenis Kelamin 

 

Untuk menunjang kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan dibantu tenaga non ASN yang terdiri dari Pegawai Pemerintah Non Pegawai 

Negeri Sipil (PPNPN), Pramubakti, dan Pengemudi dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Non ASN 

 

 

Jumlah ASN dan non ASN pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan adalah sebanyak 153 orang yang terdiri atas 53 orang ASN dan 100 orang 

non ASN.  

Jabatan Jumlah 

PPNPN 58 

Pramubakti 35 

Pengemudi 7 

Total 100 
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Gambar 1.3 Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN 

 

D. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan Tahun 2023 dimaksudkan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur atas 

kinerja yang telah dicapai. Adapun tujuannya mencakup aspek-aspek sebagai berikut:  

1. Aspek Akuntabilitas Kinerja untuk kebutuhan eksternal organisasi, di mana Laporan 

Kinerja sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja organisasi selama 

tahun 2023; 

2. Aspek Manajemen Kinerja untuk kebutuhan internal organisasi, di mana Laporan Kinerja 

Tahun 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja dan perbaikan kinerja organisasi 

di masa mendatang. 

E. Sistematika Penyajian 

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tahun 2023 disusun dengan, sistematika penyajian sebagai berikut:  

1. Ringkasan Eksekutif, menguraikan ringkasan garis besar capaian kinerja Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; 

2. Bab I Pendahuluan, berisi uraian mengenai gambaran umum atau profil singkat 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan serta sekilas 

pengantar lainnya seperti, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian laporan; 

3. Bab II Perencanaan Kinerja, merupakan ikhtisar beberapa hal penting dalam perencanaan 

kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;   

ASN
35%

Non ASN 
65%

JUMLAH PEGAWAI

ASN Non ASN
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4. Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan pencapaian sasaran-sasaran program dan 

kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dan evaluasi 

capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan; 

5. Bab IV Penutup, berisi kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja dan rekomendasi 

yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

  

7 
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BAB II 

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan Tahun 2020-2024 

Perencanaan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang berisi tentang gambaran sasaran atau 

kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdeaan beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai 

sasaran sesuai tugas, fungsi, dan peran yang diamanahkan.  

Secara ringkas subtansi Renstra Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan adalah sebagai berikut: 

1. Visi dan Misi 

Visi dan Misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tahun 

2020-2024 mengacu pada Misi ketiga Presiden dan wakil Presiden yaitu Pembangunan yang 

Merata dan Berkeadilan, serta Agenda Prioritas kedua yaitu Mengembangkan Wilayah untuk 

Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan. Sehingga visi Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrais tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Pengertian dari visi tersebut adalah: 

1) Perdesaan adalah wilayah desa, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi baik 

di daerah tertinggal maupun di daerah tidak tertinggal yang menjadi urusan 

pemerintahan serta menjadi kewenangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi. 

2) Keunggulan Kolaboratif adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan memiliki 

kemampuan untuk membentuk kemitraan dengan wilayah/kawasan lainnya yang 

efektif, bermanfaat, dan saling menguntungkan untuk lebih meningkatkan keunggulan 

daya saing. 

“Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan Kolaboratif dan Daya Saing secara 

berkelanjutan dalam Mendukung Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan 

Berkepribadian, Berlandaskan Gotong-Royong” 
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3) Berkelanjutan adalah pembangunan desa, kawasan perdesaan, kawasan transmigrasi 

dan daerah tertinggal yang memiliki ketahanan ekonomi, sosial dan ekologi yang 

sejalan dengan arah pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development 

Goals (SDGs). 

4) Keunggulan daya saing adalah kondisi yang diharapkan agar perdesaan di Indonesia 

memiliki kinerja yang lebih baik dalam meningkatkan nilai tambah dibandingkan 

dengan negara lainnya baik di tingkat regional maupun internasional. 

5) Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-

royong: merupakan visi Presiden dan Wakil Presiden yang wajib didukung oleh visi 

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, dirumuskan visi Kementerian Desa, PDT, dan 

Transmigrasi Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 

1) Mempercepat pembangunan Desa dan Perdesaan yang berkelanjutan; 

2) Mengembangkan ekonomi dan investasi Desa dan Perdesaan, Daerah Tertinggal, dan 

Kawasan Transmigrasi; 

3) Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal; 

4) Menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi; 

5) Menyusun dan merumuskan pengembangan daya saing Desa dan Perdesaan, Daerah 

Tertinggal, dan Kawasan Transmigrasi berbasis data dan informasi yang akurat; 

6) Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat desa 

dan perdesaan, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan 

7) Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik. 

 

2. Tujuan Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Untuk mendukung visi dan misi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan mempunyai tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan perdesaan. Dalam 

menjalankan tugas ini, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan bertujuan 

untuk “Mendorong terwujudnya desa berkembang dan mandiri, serta kolaborasi 

perdesaan dengan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan secara 

berkelanjutan”. 
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Secara lebih rinci, tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

adalah: 

1) Mempercepat pembangunan desa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan daya 

saing desa dan kawasan perdesaan, melalui pembangunan sarana dan pra sarana, 

pengembangan sosial budaya dan lingkungan, serta pemberdayaan masyarakat dan 

advokasi; 

2) Mengembangkan kerjasama desa dan pembangunan kawasan perdesaan untuk 

mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan; 

3) Fasilitasi dan koordinasi pembangunan desa dan perdesaan untuk mendorong 

peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan dan penanggulangan 

kemiskinan perdesaan; 

4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, efektif, efisien dan terpercaya.  

Dalam mendukung pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menjalankan 

fungsi sebagai berfokus pada tujuan “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang agile, 

efektif, efisien dan terpercaya”. 

B. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

Mengacu pada Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 

2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, maka sasaran 

strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1 Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 
Perdesaan Tahun 2023-2024 

 

 
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama 

Target 

2023 2024 

1. Meningkatnya 

Kompetensi Pegawai 

ASN sesuai dengan 

Jabatan  

Persentase Pejabat Pimpinan 

Tinggi dan Pejabat Administrasi 

di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per 

tahu 

80 80 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

 

 
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama 

Target 

2023 2024 

Persentase Pejabat fungsional 

di lingkungan Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per 

tahun 

80 80 

2 Terwujudnya Ditjen 

Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang 

bersih, akuntabel, 

dan berkinerja tinggi 

Opini atas Pengendalian 

internal atas Laporan 

Keuangan dan BMN Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan berdasarkan 

Standar Akuntansi Pemerintah 

(SAP) dari hasil evaluasi Aparat 

Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP)/ Tim Penilai 

Pengendalian Intern atas 

Pelaporan Keuangan (PIPK) 

Unit Kerja Eselon I 

PIE PIE 

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

83 84 

Nilai atas Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

94 95 

3 Terwujudnya 

pelayanan publik 

Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

yang berkualitas 

Tingkat kepuasan aparatur 

lingkup Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan atas dukungan 

manajemen 

4 4 

4 Meningkatnya 

layanan kearsipan 

lingkup Sekretariat 

Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

Nilai Pengawasan kearsipan 

Sekretariat Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan  

93 93 

5 Tersedianya regulasi 

dan kebijakan 

Jumlah regulasi dan kebijakan 

pembangunan desa dan 

perdesaan 

5 5 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

 

 
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Utama 

Target 

2023 2024 

pembangunan desa 

dan perdesaan 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 

Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 

Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan nyata komitmen antara penerima dan pemberi 

amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, 

sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) serta sebagai dasar bagi 

pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan 

kinerja penerima amanah.  

Apa yang menjadi sasaran strategis dan indikator kinerja utama Sekretariat Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan berikut ukuran ketercapaiannya dituangkan 

dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sebagai pihak pemberi amanah dan Sekretaris 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan sebagai penerima amanah, sebagai 

berikut: 

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023  

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

1 Meningkatnya Kompetensi 

Pegawai ASN sesuai dengan 

Jabatan 

Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan 

Pejabat Administrasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per tahun 

80 

Persentase Pejabat fungsional di 

lingkungan Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan 

yang mengikuti pengembangan 

kompetensi per tahun 

80 

2 Terwujudnya Direktorat 

Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan yang 

bersih, akuntabel dan 

berkinerja tinggi 

Opini atas Pengendalian internal atas 

Laporan Keuangan dan BMN Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah (SAP) dari hasil 

evaluasi Aparat Pengawas Intern 

PIE 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

NO. SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET 

 Pemerintah (APIP)/ Tim Penilai 

Pengendalian Intern atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK) Unit Kerja Eselon I  

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan 

83 

Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan  

94 

3 Terwujudnya pelayanan 

publik Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan yang berkualitas  

Tingkat kepuasan aparatur lingkup 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan atas dukungan 

manajemen  

4 

4 Meningkatnya layanan 

kearsipan lingkup Sekretariat 

Ditjen Pembangunan Desa 

dan Perdesaan 

Nilai Pengawasan kearsipan Sekretariat 

Ditjen Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

 

 

93 

5 Tersediannya regulasi dan 

kebijakan pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

Jumlah regulasi dan kebijakan 

pembangunan desa dan perdesaan 

5  
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Tahun 2023 

Akuntabilitas kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban atas capaian pelaksanaan 

program dan kegiatan yang telah diamanatkan oleh pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi. Pertanggungjawaban tersebut harus dapat terukur dengan 

sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya melalui laporan kinerja yang di 

susun di akhir tahun anggaran.  

Laporan kinerja memuat secara menyeluruh informasi capaian kinerja yang disusun 

berdasarkan rencana kinerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran, 

kemudian dilakukan interpretasi terhadap capaian tersebut terkait dengan pencapaian 

sasaran strategis organisasi. 

Tabel 3.1 Interpretasi Atas Pencapaian Sasaran Strategis 

No Kategori Kriteria 

1 ≥90% Sangat Baik 

2 75-89% Baik 

3 60-74% Cukup 

4 <60% Kurang Baik 

 

Selama tahun 2023, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan secara rinci dijabarkan dalam tabel di bawah ini.   

 
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 2023 
NO. SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

1 Meningkatnya 

Kompetensi Pegawai 

ASN sesuai dengan 

Jabatan 

Persentase Pejabat 

Pimpinan Tinggi dan 

Pejabat Administrasi di 

lingkungan Direktorat 

Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

yang mengikuti 

pengembangan 

kompetensi per tahun 

80 100  125% 

Persentase Pejabat 

fungsional di lingkungan 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

80 100 125% 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

NO. SASARAN 

KEGIATAN 

INDIKATOR  

KINERJA UTAMA 

TARGET REALISASI CAPAIAN 

Perdesaan yang 

mengikuti 

pengembangan 

kompetensi per tahun 

2 Terwujudnya 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang 

bersih, akuntabel 

dan berkinerja tinggi 

 

Opini atas Pengendalian 

internal atas Laporan 

Keuangan dan BMN 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan berdasarkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dari 

hasil evaluasi Aparat 

Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP)/ Tim 

Penilai Pengendalian 

Intern atas Pelaporan 

Keuangan (PIPK) Unit 

Kerja Eselon I  

PIE PIE 100% 

Nilai Kinerja atas 

Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

83 89,62 108,06% 

Nilai atas Indikator 

Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran Direktorat 

Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan  

94 90,68 96,47% 

3 Terwujudnya 

pelayanan publik 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang 

berkualitas  

Tingkat kepuasan 

aparatur lingkup 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan atas 

dukungan manajemen  

4 3,2 80% 

4 Meningkatnya 

layanan kearsipan 

lingkup Sekretariat 

Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

Nilai Pengawasan 

kearsipan Sekretariat 

Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

 

 

93 94,79 101.92% 

5 Tersediannya 

regulasi dan 

kebijakan 

pembangunan Desa 

dan Perdesaan 

Jumlah regulasi dan 

kebijakan pembangunan 

desa dan perdesaan 

5 7 140% 

Nilai Capaian Kinerja 109,56% 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

 

Pada tahun 2023, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tahun 2023 berhasil meraih capaian kinerja sebesar 109,56% dan dikategorikan “Sangat 

Baik” dalam rangka mewujudkan sasaran program/kegiatan. 

B. Analisis Capaian Kinerja 

Hasil analisis terhadap capaian kinerja di atas dapat dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut: 

1. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per tahun 

 Capaian indikator Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi di 

Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat 

Administrasi yang mengikuti Pengembangan Kompetensi 

Sasaran Kegiatan 1 

Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Persentase Pejabat Pimpinan 

Tinggi dan Pejabat Administrasi 

di lingkungan Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per 

tahun 

80 100 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 125 

 

Pada tahun 2023 Pejabat Pimpinan tinggi yang mengikuti Pendidikan dan 

Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II antara lain: Sekretaris Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Desa dan Perdesaan dan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan 

Desa dan Perdesaan. Jumlah Pejabat Pimpinan Tinggi dan Pejabat Administrasi yang 

mengikuti pengembangan kompetensi per tahun sesuai dengan Rencana 

Pengembangan kapasitas pegawai telah disusun, sehingga capaiannya melebihi 

target yang telah ditetapkan.  
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

Langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya dalam pencapaian IKU 

tersebut antara lain dengan penyusunan rencana dan inventarisasi pengembangan 

kapasitas pegawai secara periodik, baik Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi 

dan Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan. 

2. Persentase Pejabat fungsional di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi per tahun 

 Capaian indikator Persentase Pejabat Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan yang mengikuti pengembangan kompetensi 

sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Perhitungan Capaian Kinerja Persentase Pejabat fungsional Desa dan 

Perdesaan yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi 

Sasaran Kegiatan 1 

Meningkatnya Kompetensi Pegawai ASN sesuai dengan Jabatan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Persentase Pejabat Fungsional 

di lingkungan Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan yang mengikuti 

pengembangan kompetensi per 

tahun 

80 100 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 125 

 

Pengembangan kompetensi yang diikuti oleh Pejabat fungsional dapat berupa 

Pendidikan dan Pelatihan, Seminar, Kursus serta Penataran yang berasal dari internal 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan maupun yang berasal dari 

eksternal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. Pada tahun 2023 

terdapat 31 Pejabat Fungsional yang mengikuti Pelatihan khusus, sertifikasi dan 

pelatihan teknis fungsional. Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti pengembangan 

kompetensi per tahun sesuai dengan Rencana Pengembangan kapasitas pegawai telah 

disusun, sehingga capaiannya melebihi target yang telah ditetapkan.  

Langkah strategis yang dilakukan sebagai upaya dalam pencapaian IKU tersebut 

antara lain dengan penyusunan rencana dan inventarisasi pengembangan kapasitas 

pegawai secara periodik, baik Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi dan Pejabat 

Fungsional di Lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan. 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

3. Opini atas Pengendalian Internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Berdasarkan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dari Hasil Evaluasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP)/Tim Penilai PIPK UKE I 

 

Tabel 3.5 Perhitungan Capaian Kinerja Opini  

Pengendalian Internal dan Laporan Keuangan dan BMN 

Sasaran Kegiatan 2 

Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Bersih, 

Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Opini atas 

Pengendalian Internal 

atas Laporan Keuangan 

dan BMN Ditjen 

Pembangunan Desa 

dan Perdesaan 

berdasarkan Standar 

Akuntansi Pemerintah 

(SAP) dari hasil 

evaluasi Aparat 

Pengawas Intern 

Pemerintah (APIP)/Tim 

Penilai PIPK UKE I 

PIE 

(Pengendalian 

Intern Efektif) 

PIE 

(Pengendalian 

Intern Efektif) 

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 100% 

Berdasarkan catatan hasil reviu terhadap penilaian pengendalian intern atas 

laporan keuangan pada Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang 

telah dilakukan oleh APIP, dapat disimpulkan bahwa Pengendalian Intern atas 

Laporan Keuangan (PIPK) adalah Pengendalian Internal Efektif (PIE). Beberapa 

kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian internal atas pelaporan keuangan 

di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan antara lain: 

monitoring pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, menyusun laporan 

keuangan dan BMN sesuai SAP (Standar Akutansi Pemerintah), dan melakukan 

pengujian/pengendalian intern tingkat entitas terhadap akun signifikan yang berpotensi 

menjadi risiko dalam pencapaian kinerja serta pelaksanaan penataan BMN, mulai dari 

inventarisasi sampai dengan penghapusan BMN. 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

4. Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Capaian indikator kinerja dapat dilihat pada aplikasi SMART. Dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas Pelaksanaan  

Rencana Kerja dan Anggaran 

Sasaran Kegiatan 2 

Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang bersih, 

akuntabel dan berkinerja tinggi 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Nilai Kinerja atas Pelaksanaan 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

83 89,62 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 108,06 

Nilai kinerja penganggaran merupakan penilaian atas rencana kerja dan anggaran 

berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berkenaan dengan pengukuran 

dan evaluasi kerja atas pelaksanaan RKA/KL. Tahun 2023 nilai kinerja penganggaran 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada aplikasi SMART 

sebesar 89,62. Penilaian kinerja penganggaran didasarkan pada 4 (empat) komponen 

diantaranya: 

a. Penyerapan anggaran; 

b. Konsistensi atas rencana penarikan dana awal; 

c. Pencapaian keluaran; 

d. Efisiensi. 

 

Grafik 3.1 Nilai Kinerja Penganggaran Tahun 2023 

 

 

Sumber: http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/ 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

5. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Capaian indikator kinerja dapat dilihat berdasarkan nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN. 

Dengan perhitungan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Perhitungan Capaian Kinerja Nilai Kinerja atas 
Indikator Pelaksanaan Anggaran 

Sasaran Kegiatan 2 

Terwujudnya Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang Bersih, 

Akuntabel, dan Berkinerja Tinggi 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Nilai atas Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

94 90,68 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 96,47 

NIlai kinerja pelaksanaan penganggaran adalah penilaian atas kesesuaian 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas 

dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanan Anggaran 

Ditjen Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 sebesar 90,68.  

Tabel 3.8 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 

INDIKATOR TARGET NILAI BOBOT 
NILAI 

AKHIR 

NILAI 

ASPEK 

KUALITAS 

PERENCANAAN 

ANGGARAN 

Revisi DIPA 100,00 10 10.00 79,32 

Deviasi Halaman III 

DIPA 
58,63 10 5,86 

KUALITAS 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN 

Penyerapan Anggaran 79,96 20 15,99 93,63 

Belanja Kontraktual 93,33 10 9,39 

Penyelesaian Tagihan 98,02 10 9,8 

Pengelolaan UP dan 

TUP 
96,25 10 9,63 

Dispensasi SPM 100,00 5 5 

KUALITAS HASIL 

PELAKSANAAN 

ANGGARAN 

Capaian Output 100,00 25 25,00 

100.00 

NILAI TOTAL 90,68 
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SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

PEMBANGUNAN DESA DAN PERDESAAN 

6. Tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan atas dukungan manajemen 

Capaian indikator kinerja dapat dilihat berdasarkan hasil survei internal terkait 

kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

atas pelaksanaan dukungan manajemen sebagai berikut:  

Tabel 3.9 Perhitungan Capaian Kinerja Tingkat Kepuasan Aparatur lingkup Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas Dukungan Manajemen 

Sasaran Kegiatan 3 

Terwujudnya Pelayanan Publik Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

yang Berkualitas 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Tingkat Kepuasan 

Aparatur lingkup Direktorat 

Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan atas 

Dukungan Manajemen 

4 3,2 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 80% 

Survei dilakukan terhadap 13 (tiga belas) jenis Layanan Dukungan Manajemen yang 

diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan. Hasil survei terhadap 13 jenis layanan tersebut disajikan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 3.10 Hasil Survei Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal  
Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 

No Jenis Layanan 

IKM Mutu Pelayanan 

2023 2023 

1 Layanan Sarana dan Prasarana Perkantoran 3,140 B (Baik) 

2 Layanan Pengembangan Pegawai 3,163 B (Baik) 

3 Layanan Kenaikan Pangkat 3,185 B (Baik) 

4 Layanan Pengajuan Pensiun 3,209 B (Baik) 

5 
Layanan Penyusunan Program dan Anggaran (Revisi 

DIPA/POK) 
3,211 

B (Baik) 

6 Layanan Pembinaan Penyusunan Pelaporan 3,220 B (Baik) 

7 Layanan Data dan Informasi 3,220 B (Baik) 

8 Layanan Pembinaan Penatausahaan BMN 3,225 B (Baik) 

9 Layanan Pembinaan Pengelolaan Keuangan 3,217 B (Baik) 

10 Layanan Penyusunan Produk Hukum 3,197 B (Baik) 
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No Jenis Layanan 

IKM Mutu Pelayanan 

2023 2023 

11 Layanan Penelaahan Evaluasi Produk Hukum 3,222 B (Baik) 

12 Layanan Pendampingan Reformasi Birokrasi 3,215 B (Baik) 

13 Layanan Persuratan dan Kearsipan 3,210 
B (Baik) 

IKM Layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan Tahun 2023 

3,203 B (Baik) 

Hasil survei menunjukkan bahwa secara kuantitatif pelayanan yang diberikan oleh 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan masuk dalam 

kategori “Baik” dengan nilai IKM 3,2.  

7. Nilai Pengawasan Kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan 

Capaian indikator merupakan nilai hasil pengawasan kearsipan internal Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dengan perhitungan capaian 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.11 Perhitungan Capaian Kinerja Pengawasan Kearsipan 

Sasaran Kegiatan 3  

Meningkatnya layanan kearsipan lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Nilai Pengawasan kearsipan 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

93 94,79 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 101,92% 

Pelaksanaan pengawasan kearsipan dilaksanakan melalui audit internal kearsipan 

internal oleh Tim Pengawas Kearsipan Internal Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selanjutnya dilakukan verifikasi hasil 

pengawasan kearsipan internal oleh Tim Verifikator ANRI. Hasil verifikasi nilai hasil 

pengawasan kearsipan dilakukan terhadap (enam) objek pengawasan. Berdasarkan 

hasil pengawasan kearsipan internal nilai pengawasan kearsipan Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan adalah 94,79 dengan kategori 

sangat memuaskan. Strategi yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan dalam pencapaian nilai pengawasan kearsipan 
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diantaranya dengan melakukan konsolidasi dalam peningkatan kearsipan Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, seperti pemanfaatan ruang arsip dan 

digitalisasi arsip. 

8. Jumlah Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan  

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 ditargetkan 

untuk menetapkan setidaknya 5 (lima) regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan 

desa dan perdesaan. Bahan regulasi dan kebijakan yang disusun harus mengacu 

pada Dokumen Rencana Induk Desa dan Perdesaan, dengan perhitungan capaian 

kinerja sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Perhitungan Capaian Kinerja Jumlah Regulasi dan Kebijakan 

Sasaran Kegiatan 5 

Tersedianya Regulasi dan Kebijakan Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Indikator Kinerja Target Realisasi Perhitungan Capaian(%) 

Jumlah regulasi dan kebijakan 

pembangunan desa dan 

perdesaan 

5 7 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡
 𝑥 100% 140% 

Adapun regulasi dan kebijakan yang dihasilkan oleh Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 antara lain: 

● Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; 

● Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 

Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan 

dana Desa Tahun 2024; 

● Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 67 Tahun 2023 tentang 

Panduan Desa Peduli Lingkungan; 

● Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No.174 Tahun 2023 tentang 

Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2023; 

● Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 175 Tahun 2023 tentang 

Pemberian Penghargaan Desa dengan Status Mandiri Tahun 2023; 

● Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 176 Tahun 2023 tentang 

Pemberian Penghargaan Percepatan Pembangunan Desa Tahun 2023; 
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● Keputusan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 194 Tahun 2023 tentang 

Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan. 

 

C. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dengan Tahun 2023 

Pada tahun 2023 terdapat perubahan sasaran strategis dan indikator sasaran strategis 

Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Desa, 

PDT, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang 

Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi Tahun 2022-2024, selanjutnya dilakukan penyelarasan (cascading) Visi, Misi, 

Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Sementara untuk Sasaran Strategis dan 

Indikator Kinerja Utama pada tahun 2022 mengacu pada Keputusan Menteri Desa Nomor 30 

Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2021-2024. 

Dengan adanya perubahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut 

maka perbandingan capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan Tahun Anggaran 2023 dengan capain kinerja tahun 2022 dan 2021 dapat dilihat 

dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.13 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021, 2022 dengan  

Capaian Kinerja Tahun 2023 

Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target  
 

Realisasi  
Capaian  

(%) 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

(%) 
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

Persentase Nilai Hasil 

Penilaian Mandiri 

Pelaksanaan Reformasi 

Birokrasi (PMPRB) di Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

80 83,55 104,44 84 86,01 102,39     

Persentase Pejabat 

Pimpinan Tinggi dan Pejabat 

Administrasi di lingkungan 

Ditjen Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang 

mengikuti pengembangan 

kompetensi per tahun 

80 70 87,5 80 100 125 Persentase Pejabat 
Pimpinan Tinggi dan Pejabat 
Administrasi di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan yang mengikuti 
pengembangan kompetensi 
per tahun 

80 100 125 

Persentase Pejabat 

Fungsional di lingkungan 

Ditjen Pembangunan Desa 

dan Perdesaan yang 

mengikuti pengembangan 

kompetensi per tahun 

80 68,87 86,085 80 100 125 Persentase Pejabat 
fungsional di lingkungan 
Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan yang mengikuti 
pengembangan kompetensi 
per tahun 

80 100 125 

Opini atas Pengendalian 

Internal atas Laporan 

Keuangan dan BMN Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan berdasarkan 

Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) dari hasil 

PIEDP PIE 150 PIE 

 

PIE 100 Opini atas Pengendalian 
internal atas Laporan 
Keuangan dan BMN 
Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan berdasarkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) dari hasil 

PIE PIE 100 
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Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target  
 

Realisasi  
Capaian  

(%) 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

(%) 
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

evaluasi Aparat Pengawas 

Intern Pemerintah 

(APIP)/Tim Penilai PIPK 

UKE I 

evaluasi Aparat Pengawas 
Intern Pemerintah (APIP)/ 
Tim Penilai Pengendalian 
Intern atas Pelaporan 
Keuangan (PIPK) Unit Kerja 
Eselon I 

Nilai SAKIP Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

75 74,8 99,7 76 73,131* 96,22     

Nilai Kinerja atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja 

dan Anggaran Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

81 84,53 104,36 82 88,58 108,02 Nilai Kinerja atas 
Pelaksanaan Rencana Kerja 
dan Anggaran Direktorat 
Jenderal Pembangunan 
Desa dan Perdesaan 

83 89,62 108,06 

Nilai atas Indikator Kinerja 

Pelaksanan Anggaran Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

92 84,87 92,25 93 88,52 95,18 Nilai atas Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran 
Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan 

94 90,68 96,47 

Tingkat penerapan 

pengendalian intern Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

3 3,240 108 3 3 100     

Tingkat kepuasan aparatur 

lingkup Ditjen Pembangunan 

Desa dan Perdesaan atas 

pelayanan teknis dan 

dukungan manajemen 

3 3,4012 113,37 4 3,11 77,75 Tingkat kepuasan aparatur 
lingkup Direktorat Jenderal 
Pembangunan Desa dan 
Perdesaan atas dukungan 
manajemen 

4 3,2 80 

 
1 Nilai SAKIP 2021 
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Indikator Kinerja Utama 

Tahun 2021 Tahun 2022 Tahun 2023 

Target  
 

Realisasi  
Capaian  

(%) 
Target 

 
Realisasi 

Capaian 

(%) 
Indikator Kinerja Utama Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

       Nilai Pengawasan kearsipan 

Sekretariat Ditjen 

Pembangunan Desa dan 

Perdesaan 

 

93 94.79 101.92 

Jumlah regulasi dan 

kebijakan pembangunan 

desa dan perdesaan 

 

5 5 100 5 5 100 Jumlah regulasi dan 
kebijakan pembangunan 
desa dan perdesaan 

5 7 140 

Total 104,57 Total 102,96 Total 109,56 
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Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, nilai capaian kinerja Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 6,60. 

 

D. Capain Indikator Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023 

Capaian indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa 

dan Perdesaan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Tabel 3.14 Capaian Indikator Kinerja  

Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023 

NO KODE 
RINCIAN 
OUTPUT 

PAGU (Rp) 
TARGET 

RO 
REALISASI 

RO 
CAPAIAN 

1. 6461.CAN.001 Sarana Teknologi 
Informasi yang 
disediakan 

500.000.000 30 Unit 30 Unit  100% 
 

2. 6461.EBA.957 Layanan Hukum 358.280.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

3. 6461.EBA.962 Layanan Umum 1.621.658.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

4. 6461.EBA.994 Layanan 
Perkantoran 

41.180.949.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

5. 6461.EBB.951 Layanan Sarana 
Internal 

600.000.000 40 Unit 40 Unit 100% 

6. 6461.EBC.951 Layanan 
Prasarana 
Internal 

1.300.000.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

7. 6461.EBC.954 Layanan 
Manajemen SDM 

12.585.645.000 435 Orang 435 Orang 100% 

8. 6461.EBD.952 Layanan 
Perencanaan dan 
Penganggaran 

2.318.000.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

9. 6164.EBD.953 Layanan 
Pemantauan dan 
Evaluasi 

1.115.633.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

10. 6164.EBD.955 Layanan 
Manajemen 
Keuangan 

939.464.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

11. 6164.EBD.961 Layanan 
Reformasi Kinerja 

657.900.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

12. 6164.EBD.974 Layanan 
Penyelenggaraan 
Kearsipan 

259.250.000 1 Layanan 1 Layanan 100% 

  Total 63.436.779.000   100% 

 

 

E. Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja Tahun 2023 

1. Keberhasilan Kinerja Yang Dicapai Tahun 2023 

a. Pengendalian internal atas Laporan Keuangan dan BMN Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan mendapatkan kriteria penilaian Pengendalian 

Intern Efektif (PIE). Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut berhasil diraih karena 
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adanya komitmen yang tinggi dari Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan 

Desa dan Perdesaan dalam melaksanakan beberapa kegiatan berikut: 

● monitoring program dan kegiatan secara berkala; 

● menyusun laporan keuangan dan BMN sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP); 

● Rapat penyusunan laporan keuangan semester I dan II. 

b. Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 telah 

mampu menyusun regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan desa dan 

perdesaan yang mana kebijakan tersebut mengacu pada Dokumen Rencana Induk 

Desa dan Perdesaan. Regulasi dan kebijakan tersebut diharapkan dapat dijadikan 

pedoman dalam hal penyusunan rencana kerja serta kegiatan-kegiatan yang 

seharusnya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Guna mendukung 

penyusunan regulasi dan kebijakan dalam hal pembangunan desa dan perdesaan. 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan telah 

melaksanakan kegiatan fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan peraturan 

perundang-undangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan; 

c. Pemanfaatan sistem informasi seperti aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis 

Terintegrasi (SRIKANDI) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja 

terutama dalam bidang kearsipan guna mendukung pencapaian nilai Pengawasan 

kearsipan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; 

d. Guna mendukung pencapaian Nilai Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan 

Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan dilakukan 

langkah-langkah percepatan pelaksanaan kegiatan secara berkala. melakukan 

pengukuran terhadap capaian IKU masing-masing unit kerja secara periodik serta 

melakukan penyesuaian target RPD secara berkala. 

2. Kegagalan Capaian Kinerja Tahun 2023 

Masih terdapat beberapa target kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan tahun 2023 yang belum tercapai yaitu nilai atas 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan tingkat kepuasan aparatur lingkup 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen. 

Hal ini dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya: 
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Belum tercapainya nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

a. Rendahnya nilai indikator Deviasi Halaman III DIPA dikarenakan penetapan RPD 

pada Halaman III DIPA tidak berdasarkan perencanaan, sehingga terjadi gap 

signifikan pada setiap bulan; 

b. Masih terdapat blokir Automatic Adjustment pada triwulan I dan triwulan II, 

sehingga beberapa kegiatan belum bisa dilaksanakan sebagaimana rencana yang 

telah ditentukan sehingga berakibat terhambatnya penyarapan anggaran; 

c. Komposisi anggaran di Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

mayoritas berada pada Bantuan Pemerintah (526) dan Loan P3PD, yang dimana 

efektif dapat dilaksanakan diakhir triwulan II sehingga pada awal periode. 

penyerapan anggaran masih rendah; 

d. Penyerapan anggaran pada program Sekolah Lapang Wilayah Tengah dan Timur 

yang rendah di awal periode dikarenakan pihak NGO belum memahami 

sepenuhnya tata cara pertanggungjawaban; 

e. Proses pengajuan NOL (No Objection Letter) ke World Bank yang cukup lama 

sehingga banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada awal periode 

anggaran. 

 

Belum tercapainya tingkat kepuasan aparatur lingkup Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan terhadap pelayanan Sekretariat Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Nilai IKM Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 sebesar 3.2 dan termasuk 

dalam kategori Baik. Survei yang dilakukan terhadap 13 layanan di Lingkungan 

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan menghasilkan 

mutu pelayanan dengan kategori Baik, namun nilai IKM yang diperoleh belum mecapai 

target yang ditetapkan. Beberapa hal yang menjadi permasalahan dan tantangan 

dalam penyelanggaraan 13 layanan survei antara lain: 

a. Permasalahan ketersediaan sarana dan prasarana menjadi permasalahan yang 

dialami merata oleh hampir seluruh layanan yang diselenggarakan oleh Sekretariat 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

b. Kurangnya kompetensi SDM penyelenggara layanan dan keterampilan pelayanan 

yang diberikan masih menjadi keluhan beberapa penerima layanan 

c. Pengelolaan sistem informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal 
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F. Realisasi Anggaran Tahun 2023 

1. Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tahun 2023 

Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

pada Tahun 2023 sebesar Rp 63.436.779.000 dengan realisasi sampai dengan 31 

Desember 2023 sebesar Rp 62.779.091.104 (98.96%), secara rinci disajikan pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 3.15 Realisasi Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PDP Tahun 2023 
 

NO NAMA OUTPUT PAGU 
ANGGARAN 

REALISASI % 

1 Sarana Bidang Teknologi 
Informasi dan Komunikasi 

500.0000.000 496.806.0009 99.36% 

2 Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

43.160.887.000 42.686.863.840 98.90% 

3 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

1.900.000.000 1.886.682.6780 99.30% 

4 Layanan Manajemen SDM 
Internal 

12.585.645.000 12.548.053.300 99.70% 

5 Layanan Manajemen Kinerja 
Internal 

5.290.247.000 5.160.685.286 97.55% 

Total 63.436.779.0000 62.779.091.104 98.96% 

               Sumber: Data OM SPAN Januari 2023 

Sementara pagu anggaran serta realisasi berdasarkan masing-masing Klasifikasi 

Rincian Output (KRO), Rincian Output (RO), dan Komponen, secara rinci disajikan 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dukungan Manajemen Eselon I Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023(s.d level Komponen) 

KODE URAIAN PAGU 
REALISASI 

Rp % 

6461 Dukungan Manajemen Eselon I 
Direktorat Jenderal PDP 

63.436.779.000 62.805.935.933  98,96 

CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi 
dan Komunikasi 

500.000.000 496.806.000 99,36 

001 Sarana Teknologi Informasi yang 
disediakan 

500.000.000 496.806.000  99,36 

051 -Pengadaan perangkat pengolah data 
dan komunikasi 

500.000.000 496.806.000 99,36 

EBA Layanan Dukungan Manajemen 
Internal 

43.160.887.000 42.686.863.840 98,90 

994 Layanan Perkantoran 41.180.949.000 40.715.644.488 98,87 

001 -Gaji dan Tunjangan 31.762.880.000 31.331.828.332 98,64 

002 -Operasional dan Pemeliharaan Kantor 9.418.069.000 9.383.816.156 99,64 

957 Layanan Hukum 358.280.000 352.771.402 98,46 
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KODE URAIAN PAGU 
REALISASI 

Rp % 

051 -Pelayanan hukum dan kepatuhan 
internal 

358.280.000 352.771.402 98,46 

962 Layanan Umum 1.621.658.000 1.618.447.950  99,80 

051 -Pelayanan umum dan 
kerumahtanggaan 

1.621.658.000 1.618.447.950 99,80 

EBB Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal 

1.900.000.000 1.886.682.678 99,30 

951 Layanan Sarana Internal 642.000.000 633.399.300 98,66 

051 -Pengadaan peralatan fasilitas 
perkantoran 

642.000.000 633.399.300  98,66 

971 Layanan Prasarana Internal 1.258.000.000 1.253.283.378 99,63 

051 -Pengadaan Fasilitasi Prasarana 
Perkantoran 

1.258.000.000 1.253.283.378 99,63 

EBC Layanan Manajemen SDM Internal 12.585.645.000 12.548.053.300 99,7 

954 Layanan Manajemen SDM 12.585.645.000 12.548.053.300 99,70 

051 -Pengelolaan kepegawaian 12.585.645.000 12.548.053.300 99,70 

EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal 5.290.247.000 5.187.530.115 98,06 

952 Layanan Perencanaan dan 
Penganggaran 

2.298.870.000 2.272.679.890 98,86 

051 -Penyusunan Rencana Program dan 
Anggaran 

1.895.140.000 1.879.723.390 99,19 

052 -Pengelolaan data dan informasi 403.730.000 392.956.500 97,33 

953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi 1.134.763.000 1.123.396.178  99,00 

051 -Pelaksanaan Pemantauan dan 
Evaluasi 

1.134.763.000 1.123.396.178 99,00  

955 Layanan Manajemen Keuangan 939.464.000 892.408.363 94,99 

051 -Pengelolaan keuangan 674.146.000 638.605.315 94,73 

052 -Pelaksanaan perbendaharaan 265.318.000 253.803.048 95,66 

961 Layanan Reformasi Kinerja 657.900.000 646.042.684 98,20 

051 -Pelayanan organisasi. tata laksana. 
dan reformasi birokrasi 

657.900.000 646.042.684 98,20 

974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan 259.250.000 253.003.000 97,59 

051 -Pelayanan tata kelola kearsipan 259.250.000 253.003.000 97,59 

 

2. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 

a. Perbandingan Realisasi Tahun 2022 - 2023 

Realisasi anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal PDP per 31 Desember 2023 

sebesar Rp62.779.091.104 (98.96%) mengalami kenaikan dibandingkan dengan 

persentase realisasi anggaran tahun 2022 yang sebesar 98,00% (terlihat pada 

tabel di bawah). 
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Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2022 - 2023 
TAHUN ANGGARAN PAGU ANGGARAN REALISASI PERSEN 

2022 61.482.077.000 60.253.811.135 98.00 

2023 63.436.779.000 62.779.091.104 98.96 

Sumber: Data OM SPAN Januari 2024 

Beberapa hal yang telah dilakukan dalam rangka pencapaian target realisasi 

diantaranya yaitu: 

● Melakukan pencermatan detail sisa anggaran masing-masing kegiatan dengan 

membuat langkah-langkah percepatan, serta melakukan inventarisasi kegiatan 

yang perlu dilakukan revisi; 

● Pengendalian intensif terkait dengan administrasi fisik dan keuangan; 

● Mengawal ketat penyelesaian sisa pekerjaan dan meningkatkan koordinasi 

percepatan pelaksanaan kegiatan.  

b. Permasalahan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 

Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan anggaran tahun 2023, diantaranya: 

● Penetapan Rencana Penarikan Dana (RPD) pada halaman III tidak 

berdasarkan perencanaan, sehingga terjadi gap yang signifikan pada setiap 

bulan; 

● Proses pengambilan dana TUP tidak berdasarkan kebutuhan sehingga masih 

terjadi pengembalian ke negara yang cukup signifikan; 

● Terdapat beberapa berkas pertanggungjawaban yang tidak memperhatikan 

ketentuan yang tercantum pada Standar Biaya Masukan dan peraturan terkait 

lainnya sehingga proses persetujuan berkas menjadi lebih lama; 

● Pengajuan RPATA yang belum dipahami pengelola keuangan sehingga SPM 

sering terjadi penolakan.    
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Laporan Kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Tahun 2023 merupakan bentuk dari pertanggungjawaban atas penyelenggaraan tugas dan 

fungsi yang diemban selama tahun 2023. Adapun kesimpulan dari laporan ini yaitu: 

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program 

kerja yang ditetapkan baik dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja 

Tahun 2023; 

2. Berdasarkan metode scoring yang telah ditetapkan, capaian kinerja Sekretariat Direktorat 

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun 2023 menghasilkan nilai 109.56% 

dengan kategori Sangat Baik. Terdapat peningkatan nilai capaian kinerja tersebut 

dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 6.81%. Namun masih 

terdapat capaian indikator yang masih dibawah target yang ditetapkan yaitu nilai atas 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan tingkat kepuasan aparatur lingkup Ditjen 

Pembangunan Desa dan Perdesaan atas dukungan manajemen; 

3. Pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan pada 

Tahun 2023 sebesar Rp 63.436.779.000 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 

2023 sebesar Rp 62.779.091.104 atau 98,96% dari total pagu anggaran. 

 

B. Saran  

Berdasarkan uraian dan analisis atas capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal 

Pembangunan Desa dan Perdesaan Tahun Anggaran 2023. berikut beberapa saran yang 

dapat dijadikan acuan untuk perbaikan tahun-tahun berikutnya: 

1. Melaksanakan kegiatan pengendalian, pemantauan dan pelaporan secara periodik guna 

memastikan pencapaian target kinerja dapat dicapai sesuai waktu yang ditentukan; 

2. Melakukan pengendalian program dan kegiatan agar konsistensi penarikan anggaran 

dapat terkontrol dengan baik; 
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3. Perlu memperhatikan rekomendasi hasil survey kepuasan untuk meningkatkan kualitas 

penyelenggaraan layanan Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan 

Perdesaan atas dukungan manajemen. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sesuai 

dengan hasil rekomendasi antara lain: 

a. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana perkantoran serta dilakukan 

pemeliharaan dengan cara pemantauan kondisi sarana dan prasarana secara rutin 

dan berkala; 

b. Perlu dilakukan Sosialisasi/ Bimtek ke pegawai terkait mengenai penggunaan dan 

pemanfaatan sistem informasi yang sudah ada; 

c. Peningkatan kompetensi SDM penyelenggaran layanan agar pegawai penyelenggara 

layanan lebih paham akan substansi pelayanan yang diberikan. 
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